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KATA PENGANTAR

Rencana Kera Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang
berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melaui
kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagal
upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara
dengan baik dan mempearcleh keberhasilan

Rencana Kerja { Renja ) Tahun 2025 merupakan Renja Inspekiorat
Kabupaten Berau yang telah tertuang dalam Rensira Inspektorat Kabupaten
Berau Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021 = 2026.

Mengamah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dan tahun ke
tahun, peningkatan kinerja dalam mencapal tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perencanaan Sirategis telah beralan sesuai dengan rencana
kerja yang ditetapkan, Pada tahun 2025 akan mengoptimalkan program, kegiatan
dan sub kegiatan yang telah berjalan untuk mempersiapkan kesinambungan
tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Rencana Kera (RENJA) Tahun 2025 terdin dari Pendahuluan, Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran dan Program kegiatan
yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Berau, dana indikatif beserta sumbemya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu
tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 2023
serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kera tahun lalu dan
perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat
memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra
karja.
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BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerfa Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Sebagal dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Renja Inspexiorat Kabupaten Berau mempunyal arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tahunan
pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut .

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan darni
visi, misi dan program Satuan Kefja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pamerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dar kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan pencapaian
tujuan dan sasaran vyang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis
(Renstra).

Fenyusunan rencana kerja SKFPD tetap harus berkesinambungan dengan
Renstra dalam penyusunan rencana kerja baik dalam program maupun
kegiatan-kegiatan yang ada dalam program tersebut Renstra harus menjadi
acuan dalam menyusun rencana kerja.



Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemenntah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana teriuang dalam
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah 2021-2026, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program pricritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi  dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah adalah sebagimana tercantum dalam Gambar 1.1 sebagai berikut ;
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FPenetapan visi yang tepat akan mampu menjadi akselerator kegiatan
Inspektorat dan untuk menunjukkan bagaimana para stakeholder melihat, menilai
atau memberikan predikat terhadap Inspektorat Kabupaten Berau. Inspektorat
sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Berau merujuk dalam Laporan Awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau
Tahun 2021 — 2028, sesuai dengan permasalahan isu — isu strategis, gambaran
umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka arahan
visi Kabupaten Berau untuk penode 2021 — 2026 adalah :

"MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA
MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMAS|I EKONOMI DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN".




Dan Misi ke 4 (empat) Yaitu :

“MENINGKAT KAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL"

Untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Berau dipandang perlu menetapkan 4

(empat) aspek sirategis yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat

Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan
Pemenntahan Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung:
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat harus
senantiasa mengedepankan konsep adil sebagal landasan etik dalam
menyelenggarakan Fengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemenntahan Kampung. Pemerintah
didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih,
berwibawa, transparan, dan akuntabel sefiap layanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Pengambilan Kebijakan:

Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspekiorat dapat
memberikan jaminan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, dan
meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan perubahan
dirmasa yang akan datang.

3. Mendorong Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Handal;

Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspekiorat dapat
meningkatkan kualitas Aparatur sehingga program / kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pemerintahan kampung dilakukan pembinaan dan
pengawasan oleh aparatur yang bersih dan handal.

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan,

Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspekiorat dapat
memberikan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa,
transparan, dan akuntabel di pandang perlu meningkatkan Sarana dan



Frasarana Penunjang Pengawasan, dalam mempertahankan dan

meningkatkan kemampuan pengawasan.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Inspektorat Kabupaten Berau
menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya, Renja yang telah tercantum
dalam KUA dan PPAS digunakan sebagal dasar dalam menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau mengacu
dan berpedoman pada sejumiah peraturan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 15898 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 75, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355),

4, Undang-undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Fertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);

8. Undang-undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
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7. Undang-undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

B. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 126, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 4438);

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

10.Undang-undang Nomaor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

11.Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Ferundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5234);

12. Undang-undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5485);

13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomeor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Momor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),

14, Peraturan Pemenntah Nomaor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomaor 150);

15. Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2006 Nomor 98, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4663),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Momor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815},

17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Ferubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 MNomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

19.Peraturan Pemerintah MNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144),

20. Peraturan Pemerintah Momor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

21

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NMomor 4833) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomer 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042),

Undang-Undang Nomor & Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah
yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara




(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

22.Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Fengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tanhun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menter Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam
MNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

24 Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun
2021-2026,

27 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 089 Tahun 2017 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;

28_Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspekiorat Daerah
(Bernta Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 19);
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1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan penyusunan Renja Inspekiorat Tahun 2025 adalah
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan
keglatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menggambarkan capaian kinerja
yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana

Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap

program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu sirategis tahun

2025. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspekiorat Kabupaten Berau dalam
menentukan prioritas program /kegiatan /sub kegiatan fahunan yang
berdasarkan APED / APBN;

2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspekiorat, sehingga dapat
dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;

3.  Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan organisasi;

4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-
fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat:

3. Agar Inspeklorat mampu berperan sebagal fasilitator (mitra) bagl unit-unit kerja
Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,
bersih, bebas dan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip
Good Governance dan Clean Government.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja inspektorat Kabupaten Berau Tahun
2024 adalah sebagai berikut:
BAB| PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sisternatika Penulisan
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BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra
Inspekiorat Kabupaten Berau

2.2, Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3. Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB Ill TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2, Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

10
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BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2023 &
Capalan Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja { renja ) Inspektorat Tahun 2023,
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja
Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD
dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan
dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan twgas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Kegiatan
pengawasan, pada tahun 2023 Inspekforat Kabupaten Berau berencana akan
melaksanakan 3 (tiga) program , 11 (sebelas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh)
sub kegiatan, seperti yang terlihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2 1
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Inspektorat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN | KOTA

Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Dasrah

g | 01| 01| 201 [ 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangket Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhiisr
6101011201 06 | poealisasi Kinera SKPD

B |01 )07 20107 | Evaluasi Kinana Pamangkat Dasrah

6 (04|04 | 202 Administras| Keuangan Peranghat Daerah

11
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om

202

1}

Panyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

o

o1

202 |

Panyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

a1

n

202

03

Palaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

"M

01

205

Administrasi kepegawalan Perangkat Dasrah

01

o

2.05

09

Pangadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya

o1

o1

2.05

0g

Pendidikan dan petatihan Pegawal Berdasarkan ugas dan Fungsi

hy|

o1

LR

2.06

2.06

i == W

01

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penvediaan Komponen Instalasi Listnk/Penerangan Bangunan
Kanior

1y

0

2.08

02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanlor

01

o1

2.08

03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

]

01

206

O

| Penyadiaan Bahan Logistik Kantor

o1

a1

2.06

G5

: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01

01

2.08

08

i Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

g

o

o1

2.06

207

it ]

| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

I
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
| Daerah

13

o1

207

ik

(13

207

01

| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atsu Kendarean Dinas
| Jabatan

Pengadaan Kendaraan Diras Operasional alau Lapangan

01

01

01

01

2.08

g

' Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

' Penyediaan Jasa Surat Meryural
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L1l

2.08

Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik

01

o1

208

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

o1

Pemeiiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

o

o

2.08

02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

o1

01

2.09

Pemeliharaan Peraiatan dan Mesin Lainnya

R

L}

2.09

0%

Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

o1

01

208

10

Pemaliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Karntar
gtau Bangunan Lainmya

01

02

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

(]

2.0

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

o

2N

i3]

Pengawasan Kinerja Pemerintah Dasrah

01

o1

0z

02

2Mm

2.01

Reviu Laporan Kinerja

Feviu Laporan Keuangan

o

02

2N

Fengawasan Desa

01

2.01

Lk

a1

20

o7

Kerjasama Pengawasan Internal

Maonitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut Hasi
Pemeriksaan APIP

02

02

2.02

202 | 0

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

| Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah
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Presentase
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Presentase
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disediakan
Peryediaan Paralatan Aumah | Jumigh Parsistan
11 Tareos Rumah Tanggs A Janis BJanig | B Japa 1] Jaris 180 & Jenm
Peryveciaan Bahan Logreti Jumbah Makan dan 3 |
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SKPD dan Konsukasi SEPD
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Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang
5 | Dasrah Pemsnjang Uresan Milik Daerah B0 0% B0 2% 100% BO%
Pamarintah Daarah Panunjang Urusan
Famarintah Dagrah
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Penyediaan Jasa Penunjang | Penyediasn Jasa
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Pomarintahan Dasrah
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Panyedizan Jags Patayanan Jumish Teraga
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Fresantase
Pamaslifaramns Barang Milik Pemeliharaan Barang
T | Daerah Penunjang Urusan Milik Dasrah B0% B0 B BiO% 100% B0
Pemerintahan Dagrah Panunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah
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Operasional atau Lapangan BEM
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FemelikaraonRehobEtasi
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PROGRAM
2 | PENYELENGGARAAN Pemericissn dengsh | gon B0 BO% BO% a8 B
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ciinaklanjuti
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Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian Tujuan
Inspektorat Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat,
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil
bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi. Adapun
Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan Mis! Inspektorat Kabupaten Berau
sabagaimana tersebut di atas:

“Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah
Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat Menyelenggarakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan

Pengawasan Internal”
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urusan pemernntahan kampung, serta Meningkatkan kualitas pengawasan dalam
pengambilan kebijakan.

Fenyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan baik pada jajaran
pemerintah Kabupalen Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat dalam
Mendorong terwujudnya aparatur yang berkualitas serta Meningkatkan sarana
dan prasarana penunjang pengawasan,

Tuyuan Inspektorat Meningkatkan Intensitas dan Efekfifitas Pengawasan
Internal Dalam mendukung pencapaian misi keempat RPJMD 2021-2026 yaitu
Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan
akuntabel Dalam Rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good
Govermance), untuk mencapal tujuan Inspektorat Kabupaten Berau tersebut
ditetapkan sasaran yaitu
1. Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal
2. Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

Sasaran-sasaran di atas dapat dilaksanakan dengan didukung alokasi
Anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2023 adapun tingkat pencapalan

sasaran kinerja dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai benkut

Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Keuangan Tahun 2023

Anggaran
No Program / Kegiatan gus — Ket
Target Realisas %
j z | — ; -
| | Program Penyelengaraan 3.812.926.000,00 |  2.709.855.850,00 | T1.07
Pengawasan i
. | EenEeenEgaTART l.JlH.]blﬂﬂﬂ,l]ﬂJ |.624.653.111,00 | 70,54
Pengawasan Internal | .
Penyelenggaraan - |
2 | Pengawasan Dengan Tujusn 1.509.763.000,00 | 1.085.202.739.00 | 71.88
Tertentu |
Program Peromusan }
1l | Kebijakan, Pendampingan 2.141_533-0[]!].!]!]1 1.840.586.511,00 | 5595
& Asistensi
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Perumusan Kebijakan Teknis
di Bidang Pengawasan dan
Fasiltasi Pengawasan

frespekionst Nobuparen Beraw (REWDS 2075]

235.862.000,00

102.103.314,00

43,29 |

Pendampingan dan Asistensi

1.905.721.000,00

1.738.483.197,00

91,22 |

1]

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten / Kota

18.382.064.2 19,00

16.167.053.829,00

87,95

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

431.990 800,00

300.055.356,00

69,46

8.917.99] 851,00

B.195,524 588,00

91,90

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

3.958.624.000,00

3.356.207.221,.00

84,78

Administrasi Umum
Peranghkat Daerah

3,251, 206.600,00

2638, 187.436,00

81,63

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urisan
Pemerintah Daerah

726.340.000,00

66 1.611.606,00

91,09

10

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

551L.199.968,00

466.631 407,00

B4.66

Pemeltharaan Barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah

564,71 1,000,

548.836.215,00

97.19

a7
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FPencapaian Inspektorat pertahun tergambar pada table 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6

Pencapalan Kinerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

No Tujuan Indikator Kinerja
I 2 3
' Persentase jumlah
l rekomendas :
Meninghkatkan ditun:ﬂnak-lun;u}::?ﬂb
Intensitas dan
Efektifilag | Persentase SDM yang
Pengawasan bersertifikat _
L Internal Persentase
terpenuhinya sarana
dan prasarana

- Realisasi
PR 2021 T 2022 | 2023
4 5 i 7
% | 93,17 | 9642 | 8188
% | 9196 | 8633 | 98
% | 9196 | 8633 | 98

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan

realisasi sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja diperoleh
dengan penggunaan anggaran yang efislen yang direalisasikan sebesar 85%.
Untuk selanjutnya diharapkan pencapaian anggaran dapat meningkat, sehingga
realisasi akan optimal,

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspekiorat adalah unsur pendukung tugas Bupatl di bidang Pengawasan

yang dipimpin oleh Inspekiur yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspekiorat mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebljakan daerah di bidang

pambinaan dan pangawasan.

a8
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Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Inspekiorat
adalah Inspektorat Kabupaten Berau.

Berdasar Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang
berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kKepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Berau, terdirl dari seorang
Inspektur, seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah
dengan rinclan sebagai berikut :

1. Inspektur;

2. Sekretanat, membawahi :

[ Sub Bagian Penyusunan FProgram

' Sub Bagian Umum dan Kegegawaian

_ Sub Bagian Keuangan dan Aset

inspektur Pembantu Wilayah |

Inspektur Pembantu Wilayah ||

Inspekiur Pembantu Wilayah |l

Inspektur Pembantu Wilayah [V

Kelompok Jabatan Fungsional : - Auditor;
- Pemenksa

e B R

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerna
Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 19},
Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinera dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
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|

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati,
penyusunan laporan hasil pengawasan:

pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan lugas dan
fungsinya.

;o oh W

sSesual dengan tupoksinya, pelayanan Inspekiorat Kabupaten Berau
didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pambinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur
kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesual dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah. Capaian kinerja
pelayanan untuk tahun 2023 diukur dengan berpedoman pada peraturan
perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
FPendayagunaan Aparatur Negara.

Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010, dan dalam koridor
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Pedoman Ewvaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format dalam
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomar 120/313/0TDA perihal Penyusunan
LPPD. Inspektorat melaksanakan urusan Pemerintahan umum terkait dengan
efekivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan lata usaha,
pertanggungjawaban dan pengawasan APED yang mempunyai dua aspek yang
terkait secara langsung vyaitu Kewajaran Laporan Keuangan dan Pengawasan
Inspektorat.

Sesual dengan Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur
Megara Nomor: PER/S/M PANIS/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Megara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
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Penetapan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.7

Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2023

sasaraN | /NDIKATOR PENJELASAN/
No. STRATEGIS KINERJA SATUAN ALASAN FORMULASI
UTAMA PENGHITUNGAN
Formulasi
{Jumlah
Meningkatnya | Persentase PE:Q;TET;"Q :elmmendam f
Intensitas dan | jumlah :: i :umn E‘f’:{ !E'E”_Qﬂ
1 | Efektifitas rekomendasi %o ez st
B - s gl pengawasan dibagi jurnlaI] total
| ﬁ?ﬁﬂ 1|"r n‘gt' 2 berbasis rekomendasi /
L SR risiko; temuan
Pemeriksaan) x
100%
Eﬁmﬁﬂaa Formulast .
Persentase dengan {Jumlah Pelatihan
SOM yang Yo kompetensi /Bimtek dibagi
berserfifikat yang Jumlah SDM) x
100%
Meningkatkan dibutuhkan
Sumber Daya
2 | Pengawasan Fendataan Formulasi ;
yang kebutuhan {Jumlah sarana
Berkualtas | persentase saranadan | dan prasarana
terpenuhinya o, prasarana yang terpenuhi
sarana dan lewat dibagi jumiah
prasarana inventarisasi | sarana dan
barang prasarana
{(RKBMD) RKBMD) x 100%

4]
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Target kinerja renstra pertahun tergambar pada tabel 2.8 dibawah ini -

Tabel 2.8
MEWLUUDKAN BERAL MAIU DAN SEIAHTERA DENGAN SUMBER DAYA

VISI REIMD : MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMAS| EKONOMI DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN.
: MEMINGKAT KAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA,
MISLA RPN ; TRAMSPARAN DAN AKUNTABEL
TUJUAN RENSTRA : MENINGKATKAN INTENSITAS DAN EFEKTIFITAS PENGAWASAN INTERNAL
Kondisi
Kondisi Kinerja
Indikator
Gharia kinerja Target Kinerja Program ::hd:
No. Sasaran | Satuan pada Pertahun
Indikator perinds Dioee
R iy (TH.2020) {2026
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Meningkatny
a Intensitas
dan
1 Efektifitas B 84% 80% | B0% | BO% | 85% | 95% | 100%
Pengawasan
Internal
Meningkatka
n Sumber
2 | Daya % 89% | 80% | 80% | BO% | 85% | 95% | 100%
Pe
ngawasan
yang
Berkualitas

Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

pengukuran ordinal sebagai berikut :

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemearnintah.

pelaksanaan kegiatan sesual dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

kinerja sasaran sirategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator
kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala




Tabel 2.9
Kriteria Skala Nilai Serapan Kinerja
No. Interval Nilai Serapan Kriteria |
1, 82 - 100
2. B4 - B Tinggi/ Berhasil
3; 46 - 63 Cukup Berhasil
4 28 - 45 Rendah

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada
pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan sirategi yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis/ Penetapan Kinerja,

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Kinerja

Instansi Pemenntah Inspektorat Daerah Kabupaten Berau tahun 2023 adalah 89 %
berdasarkan skala ordinal maka capaian tersebut dapat dikategorikan " Sangat
Berhasil” { 82-100 ).

Pencapaian Program Perioritas dalam Mendukung Tercapainya Indikator

Kinerja Utama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan |

Farsentase Penyelenggaraan Pengawasan dan farget 80% telah dilaksanakan
dengan realisasi sebesar T1% kurang dari target sebesar 9% dikarenakan kegiatan
berjalan tidak sesuai deadline.

Indikator Pendampingan |

Persentase Pendampingan di Lingkungan Pemenntah Daerah oleh Inspektorat
Kabupaten Berau dan target 80% telah dilaksanakan pendampingan dengan
presentase 86% lebih dan target sebesar 6% karena pendampingan yang dilakukan
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bukan hanya sebatas pada urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saja
tetapi juga pendampingan untuk fokus pada Pencegahan Korupsi dimana banyak
jadwal pendampingan yang bertambah untuk dilaksanakan.

3. Indikator Urusan Penunjang :

Persentase urusan penunjang Inspektorat Kabupaten Berau dari target 80% telah
dilaksanakan pendampingan dengan presentase 88% melebihi target sebesar 8%
karena peningkatan SDM yang ada terpenuhi dikarenakan banyak dikiat yang
dilakukan secara cnline dan gratis sehingga leblh hemat anggaran tetapi
capaiannya memuaskan karena lebih banyak dari targel yang telah ditetapkan.
Demikian juga pemenuhan sarana prasarana yang secara bertahap sesuai target

dapat terpenuhi. Detilnya Dapat digambarkan sebagaimana tabel 2 10 berikut :
.10

Tabel.2

Pengukuran Pencapaian Program Penunjang Indikator Kinerja Utama 2021-2026
Pengukuran Pencapaian Tahun 2023

TAHUN 2023
PEPT REALESASE
NOLURLIT
QBRIK IP CBRIE
v | oar PEMBINAAN DAM PENGAWASAN & PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERMAL
INTERMAL SECARA BERKALA PADA SKPD SECARA BERKALA PADL SXPD
| Dinas Parpusiakaan dan Kearsipan 1 | Canas Perpustakaan dan Eearsipar
] Kacamalan Bialan | Hecamalan Batan
t | Dinas Lingsuergan Hidup den Rebensinan ! | Cinas Lingkungan Hadug dan Kebersihen
1 | Kacamatan Marahis i | Kecamatan Maratua

Dinas Koporsl, Pafndustrian dan
Pandagangan

Dinas: Koperad, Perindusiian dan Perdagangan

1 | Badan Ponarpguiangan Bencana Dasrsh 1 | Baden Peranggulangan Bercars Daerah

1 | Dinas Kebudayaan den Parmeisats f | Cinas Kebudayasn dan Pariwisala

| Dinas Fengandalian Panduruk KBPP dan 1 Dinas Pengondafian Pentudus *BPP dan Perfrdungan
Perlraungan Anak #nak

1 | Dinas Penanaman Modal FTEP i | Dinas Penanaman Modal PTSP

1 Kacanalan Tabalar 1 Hecamatan Tabalsr

1 | Dmas Pangan 1 | Dinas Pangan

1 | Kecamatan Pulay Desawan I | Kecamsisn Puiey Derawan
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Hecamatan Balu Push

Kacamatan Tanjung Redeh

Dinas Pambendayan Masyarakal dan Kampung

Kecamalan Tl Bayur

Baian Kepagawssn Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidken dan Palathan

Cines Tenaga Kangs dan Transmigrasi

Dinzs Tenaga Kerja dan Tansmigrasi

Cinas Kapenduckican dan Pencatatan Spil 1 | Cimas Eepandudukan dan Pencaiatan Sipl
Kacamatan Sagah 1 | Eecamatan Sagah

Kecamalen Sambaliung 1 | Kecamatan Bambalkang

Cines Partanian dan Patemakan 1 | Cimas Pertanian dan Pefamakan

Cines Pansmahan dan Kasasan Pomukiman

Cinas Perumahan dan Kiwessan Permiiman

Cinas Parikanan 1 | Dinas Periansn

Cinas ol 1 | Dnss Sostal

Cinas Pertanahan 1 | Dimas Peranahan
Kecamater Siduk-Siduk 1 | Kecematan Bidus-Bikk
Sekretaniat BRI 1 | Sebrearat DPRD

Badan Perdapatan Draaran 1 | Badan Pendapatan Dearsh

Dinas Kepemudaan & Carvags

Conizs Kepamudaan & Oiahraga

Sehesn Podst Pamong Praja

Satuan Polsi Pamang Prag

Kecameten Kaky

Kecamatan Kelay

Badar Perancanasn Fesstiian dan
Pengeminangan

Badan Perencanaan, Panellian dan Pangembangan

Dinas Pertuungas 1 | Dinas Parhuburgan
Dt PRrsnunan T | Dinis Parkebunan

Sekretariat Korpil 1 | Sewrsteriat Kopn

Dinas Pandidinan 1| Dinas Pandeikan

Dinses Kesehatan 1| Dinas Kesatartan

Bartan Keshangpol 1 | Badan Kesbangpol

Dinas Kominds 1| Dinas Kominto

Sl Panglchaan zcongurs e Jont 1 | Badan Pengsiciaan Keumngan dan Aset Casreh
RSUD D Abcu Rl 1 | RsuD Or.Abdul Rival

DPUBR 1 | oPuPr

Kecamatan Tabsayan 1| Kecamatan Takisayan

Hanlor Penghuburg 1 | Kartor Penghubung

Seetara Daerah 1 | Sekretanat Deerah
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Hecamatan Gurung Tabur

Kacamaian Gunung Tabur

2| H REVIL | REWIL
1 Mn"'m“m Pillntaty 1 | Reviu Laporen Keuangan Pemerintah Dasrah
Ry
7 5 ""’"'"I m“ﬂ'ﬂ" 1| Raviu Laporan Penysianggaraan Pomariniah Daarah
1 Reviu Laporan Akurtabilitas Kinerja internal 1 Reviu Laporan Akantabilitas Kinarja intemal
Pemisrintah (LAKIP) Pamerirdah [LAKIF)
' Ravin Penyerapan Anggaran dan i Reviy Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang
Pengadesn Berang dan Jasa dan Jasa
1 | Revia RPJMD 1 | Ravie RPJND
1 | Raviu RKPD 1 | Reviu RKPD
1 | Ravia KUA-PPAS 0 | ReviuKUA-PPAS
1 | Ravin S8H 1 | Reviu S54
1 | Raviu REBMD B | Revie RKEMD
19 | Revig DAK 19 | Reviu Dak
1| PRSI ST TN 25 | PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTL
TERTENTU
4 | T8 PENGAWASAN DESA 40 PENGAWASAN DESA
5 | 11 BOSHA | BOSNAS ] BOSDA [ BOSNAS
B | 4 PEER REVIU ANTAR IRBAN 0 PEER REVIU ANTAR IRBAN
+ | 8 PEMANTAUAN DAN EVELUASI DANA DESA 8 PEMANTAUAN DAN EVALUAS DANA DESA (I
(Il SEMESTER} SEMESTER)
g EVALUASI EVALLIASH
a EVALLAS] LAPORAN HIMERL INSTANSI 0 EVALUAS| LAPORAN KINERLL INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIF| PEMERINTAH (LKJIF)
47 EVALLUASI SPIP OPD 0 EVALUAS] SPIP OPD
| BOSIALISASI SOELAL S5
1 | SOSIALISASIUPG 1 | SOSIALISASI UPG
1 | SOSIALISASI MAWAS DIRI i | SOSIALISAS! MAWAS DRI
i0 | 3 | PEHDAMPINGAM PENILAIAN RISIKD PO 47 | PENDAMPINGAN PENILAIAN RISHO PO
i1 | 18 | PENDAMPINGAM RB & 11 FD 0 | PENDAMPMNGAN 8 & ZIFD
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2.3, Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten
Berau
Inspektorat Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas dan fungsi di
Bidang Pengawasan mempunyai fungsi vyaitu merumuskan kebijakan teknis
bidang pengawasan dan fasiltasi pengawasan, melaksanakan pengawasan
internal terhadap kinerja dan keuangan melaiui audit, reviu, evaluasi, pemantauan
dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pembinaan dan pengawasan
untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati menyusun laporan hasil
pengawasan, melaksanakan administrasi Inspekiorat dan melaksanakan fungsi
lain yang diberikan olen Bupali terkait dengan tugas dan fungsinya
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas
pokok yaitu membantu Bupali membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan ocleh
Perangkat Daerah. Adapun identifikasi parmasalahan berdasarkan tugas pokok
dan fungsi Inspektorat dan ldentifikasi isu-isu strategis :
1. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD, sebagai pertanggung jawaban capaian kinerja dan ikhhsar relisasi
kinerja dan keuangan.
1.2 Pelaksanaan FPembinaan dan Pengawasan Internal Secara Berkala,
untuk Review, Lakip dan audit/ pemeriksaan pada Sekretariat, Badan,
Dinas, Kantor, Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
1.3.Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah,
untuk audit! pemeriksaan dari pengaduan/ memo pejabat Intansi Dinas,
masyarakat dillingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan Telaahan
Staf
1.4.Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kampung, pada Kampung -
kampung wilayah Kabupaten Berau
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1.5, Inventarisasi Temuan Pengawasan, merupakan akumulasi

Rekomendasi/ Temuan dari hasil audit/ pemeriksaan Pengawasan
Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan
Dibawahnya.

1.6.Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan merupakan tingkat ketaatan

Obrik untuk menindak - lanjuti rekomendasi/ temuan hasil audit/
pemeriksaan.

1.7. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,

menambah Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas yang
Mengikuti Diklat sebagai syarat wajib kompetensi.

1.8 Pelatihan Teknis Pengawasan, menambah Jumiah Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawas yang Mengikuti Diklat Teknik Pengawasan
sebagai syarat tambahan kopetensi

1.9.Melengkapi Peralatan /Perlengkapan Tekhnis Penunjang Pelaksanaan

Pengawasan

2. Rekomendasi dan Catatan Strategis

2.1

2.2

2.3

2.4

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal Secara Berkala,
dengan menetapkan prioritas kegiatan pembinaan dan pengawasan
pada Sekretanat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau.

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah,
dengan peningkatan jumlah pengaduan/ memo pejabat Intansi Dinas,
masyarakat dillingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan Telaahan
Staft yang dapat di laksanakan audit/ pemeriksaan.

Pembinaan dan Pengawasan Kampung / Desa, dengan peningkatan
mutu pembinaan dan pengawasan pada Kampung — kampung wilayah
Kabupaten Berau.

inventarisasi Temuan Pengawasan, dapat dilaksanakan monitoraing
dan evaluasi Rekomendasi/ Temuan dari hasil audit/ pemeriksaan
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Pengawasan Intemal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan
D Lingkungan Pemernintah Daerah, dengan sistematis dan tertib.

2.5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dapat meningkatkan
ketaatan Obrik untuk menindak — lanjuti rekomendasi/ temuan hasil
audit/ pemeriksaan dan pelaksanaan program kegiataanya, dimana
jumlah temuan dari tahun ketahun diharapkan mengalami menurunan.

2.4 Reviu Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Inspektorat Tahun 2023,

Dicandingkan dengan rancangan RKPD 2023, maka Renja Tahun 2023 sama-sama
berdasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
sesual dengan Permendagr 90 Tahun 2019 dan pemuktakhiran nomor 050-3708
Tahun 2020 dengan menyesuaikan  program, kegiatan dan sub kegiatan,
Pembandingan antara Rancangan RKFD dengan Renja menjadi penting mengingat
RKFD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD
Kabupaten Berau. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD
dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama
demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam
lingkup pemerintah Kabupaten Berau berikut Tabel 2.11 :
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Tabal 2.11
Reviu terhadap rancangan awal Renja Tahun 2023

Urusan / Rencana Tahun Hasil Analisiz Catatan
Bidang 2023 kebutuhan Panting
Urusan Indikator
Pemerintaha Kinerja
¥ode n Daerah Program / Lokas!
dan Program Kegiatan
| Kegiatan / :1"“ Kebutuhan :"““
Sub Kegiatan Dana / Kebutuhan
E:'"' Pagu ::F"' Anggaran
Kina :;m;t“" Kiner] (Rp)
rja » a
i 2 3 F 5 B T B g
Prasentasa
PROGRAM Pemeriksaa
PENYELENG | n dengan
2 GARAAN Temuan ranjung | goy, | 363944328 | ggw | 4.194.159.900
PEMGAWASA | yang
N ditindak
lanjuti
i} Penyelanggar
Persentase
2. aan Tanjung 2.665.356.00
| o P n :llhnglﬂlll Redet B0% 0 0% | 2.918.261.100
1 Internal b
o Jumlah
2 Pengawasan | Laporan Taniu 4 4
2 Kinerja Inventansas Hﬂa? Lapo 171.545 600 | Lapor 250,000,000 | Kurang
? Pemerintah temuan ram an
NG AWERAN
Eﬂ Reviu laparan Jumiah Tanjung % 4
2 Laporan Lapo | 199.982.000 | Lapor 190,982 000
E Kinerja Reviu Kriena e ran an

=0
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ﬁ-_;.
1] Jumiah a i
2 Reviu Laporan | Laporan Tanjung
0 K gaf Rewiv Redel Ir_::u 249982 000 | Lapar 249082 000
1 Keuangan "
;? Fangawasan mh&lam Tan EE" :cguun
: eng desa | ung | sung | 978.665.100 P | 78885100
0 Cesa fetum Redeb umg f
1 Ry : Desa
ditargani Deasa
ED Kerjasama Jumilah Tt E" 2“
0 Pengawasan | Kegiatan = Edj Ehg okt T30,632.000 akatap 730.832.000
- Internal Kerjasama P
an t
Manitaring dan
Evaluasi
tindak lanjut
0 Jumiah
pemeriksaan 30 30
% BPKRidan | =420 Yand | P8ANG | Tom | 326848300 | Temu |  500.000.000
] Tindak Lanjui anjuti LEan an
Hasil J
Pemeriksaan
APIP
Persentasa
Penyelenggar
0 aan :r"u"’“"'““
= PeNgawasan | pepgawasa | 124" | aos | 974.083.200 | 80% | 1.275.898.800
n Dengan
2 Tujuan
e L e
Tertantu
Jumiah
Laparan
0 FPenanganan .
2 penyelesaian | L CIYeIeS3AN | 1o iing | £ .
0 i Karugian Redeb Lapo 75898 800 | Lapor 75.890.800
o negaradasra ran an
£ negara'daerah h yang
ditangani

=1




Jurmkah
0 Laporan
7 Pengawasan | Hasil i 25 25
G dengan tujuan | Pengawasan HEdf“;g Lapo | B98.194 400 | Laper | 1.200.000.000 | Kurang
2 trtentiy Dengan = ran an
Tujuan
Tertentu
PROGRAM Cakupan
PERUMLUSAN | Perumusan
KEBIJAKAN, | kebijakan Tanjung 2.311.245.60
PENDAMPIN | pendamping | Redeb | o0 | 80% | 2.311.245500
GAN DAN an dan
ASISTENSI asistensi
Presentase
Perumusan
Porumusan | o piiakan
Kebijakan
[i] Teknis di
& oty S Taniung | goo. | 484.674.500 | 80% | 194.674.500
0 ng - Pengawasa | Redeb :
1 n dan
dan Feslael | Pt
Pengawasa
n
Jumlah
0 Fargmman N apiraiaan 47 47
5 kehijakan Kebijakan Tanjung Pera Paran
ﬂ- tEknis Takmis Redeb ngkat | 184.674.500 | gkat 194 674 500
3 dibidang Bidang Daer Daera
pEngawasan Pengawasan an h
0 Presentase
2, Pendampinga | pondamping | Tarjung | goo. | 219857140 | oo | 530 468 000
0 = an dan Redeb 0
2 Asiutens Asistensi
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; Jumlah
; E‘f‘jﬁm”‘"gﬂ Parumusan 47 47
s 2 Kebijakan ; Pera Peran
% rienaigg Teknisdi | 140909 | popgy ’-35‘”55-‘:'3 gkat | 1.380.156.000
2 pemerintzhan [El:-ll:li:IFrQ Daes Daera
dasrah asilitas ah h
Pengawasan
Pendampinga 18 18
Ll n, Asisiengi, Jumiah Pera Periifi
2. werifikasi dan Pendamping | Tanjung
a penilzian an Retorrmsi | Redel ggh:ar'l 231.335.500 E:mtr 300,000,000 | Kurang
2 reformasi Birakrasi e -
biras ah h
Jumkah
Koordinasi, Koordinasi,m
moniarmg dan | onitaring dan 47 47
i} E'ura_lusﬂi_sarta evaluasi : Pera T
. :':'mém i Tanung | ngkat | 343.433.900 | gkat 500,000,000 | Kurang
2 dan pencegahan Ei:ar Elaara
pemberantasa | dan
n korupst pemberanias
an koruspsi
. Jurmlah
o | | Fendempase | eondamin g -4
2. ! ¥ .| an, asistensi | Tanjung
dan verifikasi ngkat | 161.645.700 | ghkat 200.000.000 | Kurang
0 dan verfikasi | Redab
5 penagakan i Dasr Dasra
Integritas ﬁpaegl 'Emg 3 ah h
Program
Eﬂl‘ll.ll‘liﬂl‘l-ﬂ fhrmh:’
FUsan
ez Imternal ;ﬂ:g 1: 13.41?.452:: 100% 13.41?1&111!
Daerah yang
Kabupaten) | TOBVERE
Kota S
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—

Presentase
Perencanaan, | Perencanaa
0 Fl::lnnlﬂ :‘m
n, dan ganggar
- Evaluasi an, dan ponung | 199 | 208.461.500 | 100% |  330.000.000
1 Kinerja Evaluasi
Perangkat Kinerja
Daerah Parangkat
Daerah
0 Penyusunan Tersusunnya
5 Daokumen Dickumen Taria 3 3
° Perencanaan | Perencanaan | S | Doku | 55552 900 | Doku 110.000.000 | Kurang
q Peranghkat Parangkat man mmen
Daarah Daerah
Faardinasi Jumlah
dan Dakumen
0 penyusLnan parencanaan
2 laporan laporan Tanjung 3 5
l:l. ::apa.'!an l:E_I.pai_Etn Bedeh Duobou af 858 800 | Dokw 110.000.000 | Kurang
1 kinerja dan Kinerja dan men men
ikhi=ar ixhtisar
realisasi realisasi
kinerja SKPD | kinera SKPD
Jumiah
] Evaluas dokumen 4 4
‘E p“‘:;‘};m Em“’”“ﬁ' gﬂ;‘g Doku | 110.048.900 | Doku 110.000.000
1 daerah peranghkat man o
daerah
: Ke “’“’"":’::‘“ Tani 100 | 9.562.360.10
: F.;‘.“““”‘ | Keuangan |  2mung : 100% | 9.582.360.109
ngkat Pe Redeb o 8
2 Daerah rangkat
Daarah
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o Panyadiaan Tersedanya 12
2 Gaji dan Gaji dan Tanjung 8988.122.10 | 12
0 Tunjangan Tunjangan Redeb E""ﬂ g | Bulan 8.080.122.108
2 ASM AE5N
o Penyediaan Tersedianya 12
2. Administrasi Adminisirasi | Tanjung 12
o Pelaksanaan | Palaksanaan | Redeb E""“ 0110000 | gy | 168110000
2 fugas ASMN tugas ASM
Pelaksanaan Tersedianya
o Penatausahaa | Penatausaha
2 ndan an dan Taniung 12 12
: Pangujian / Pengujian / Bula 424 128,000 424,128.000
g Verifikasi Verifikasi Redeb |, Bulan
keLangan keuangan
SKPD SKPD
Presentase
o Administrasi | Adminiatras
2. Kepegawaian |i Tanjung | 100
0| |Perangkat | Kepegawaia [Redep | | 994978300 100% 1 1.410.716.000
| Daerah n Parangkat
Daerah
Jumilah
g Pengadaan Pakaian
Fakaian Dinas | Dinas Harian /
S Beserta Atribut | beserta yanung | 180 | 110.718.000 | 22, 110,716,000
5 Keengkapann | airbut
¥a kelangkapan
nya
Jumilah
Paserta
Fandidikan e
0 dan Pelatinan | £ ordaikan %
2. Pegawai . Tanjung 21 ’ "
o ertiassrican Egl;:::l Redeh Oran | 784.258.300 Orang J000.000.000 | Kurang
5 Tugas dan 9
F ; berdasarkan
wres Tugas dan
Fungsi




0 Administrasi | Fresentase
2. Um : i
2 borangkat | 1Umum Tonjung | 100 | 158547030 | 1000 | 2.399.367.900
8 Dasrsh Porangkat
Daerah
Penyedizan
0 Komponen Janis
2. Instalasi Listrik | Peralatan Tanjung | & 5
0 ! Penerangan | Lisink yang Redeb Jenis B.858.600 Janis RLAE0H00
L+ Bangunan disediakan
Kantar
Jumlah
Feralatan
H FPenyvedigan Kera dan
2. Peralatan dan | Parlengkapa | Tanjung | 20 20
H perengkapan | n Kantor Redeb Jenis ol 172400 Jenis 1.500.000.000 | Kurang
g kantor sarta Jenis
ATE yang
disadigkan
0 . Jumiah
2 Fepatean Paralatan Tanjung | B B
0 mﬂ ) h Redel Serii 16579 800 Jeniis 19.578 800
[+ e tangga
o| |» Makan.
armyadiaan anarn
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3

BAB Il
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Beria
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032); Kebijakan pembinaan ini

merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan
pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk
menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian
kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilakukan cleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai benkut:

FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH

TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkal daerah dilakukan oleh

Inspekiorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tercantum
dalam rencana pembangunan jangka menengah dan / atau rencana kerja
pemerintah daerah tahun 2023 dengan sasaran program/ kegiatan/ sub
kegiatan yang memiliki risiko tinggl,

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:

a. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan
masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tidak sesuai
regulasi,

b. Penjatuhan sanksi administratif kepada bupati’ walikota, dan DPRD oleh
inspektorat provinsi selaku perangkat gubermur sebagai wakil pemerintah
pusat sesuai dengan Kewenangannya; dan
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c. penghitungan kerugian keuangan negara / daerah dengan sasaran kasus

kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk

dilakukan perhitungan kerugian kerugian negaral daerah.

3. Pengawasan yang bersifal mandator / harus dilakukan oleh inspekiorat

daerah, meliputi:

a. Kinerja Rutin Pengawasan

1)

2}

reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan
rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran
menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RF.JF)
dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RFJMD dan Renstra PD
telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk
perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan
dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi
dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah
serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan,

3} reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan

4)

keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang
dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntarsi
pemerintahan,

reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara
terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang
andal akurat dan berkualitas;

5) Reviu laporan penyeilenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan

sasaran memberikan keyakinan mengenal akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
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6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan
gasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan
oplimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;

7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan
pemerintah daerah dalam penyaluran DAK fisik telah memenuhi
persyaratan dokumen;

8) Evaluasi Sistem Pengendalian Intermnal Pemerintah dengan sasaran
menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;

9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran
memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan
pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencangaan;dan

10)Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat
pengawas Internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan
pemeriksaan yang berarut-larut penyelesaiannya.

11 Meningkatkan kerjasama internal sehingga sasaran yang ingin dicapai
terpenuhi secara optimal.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas interm pemerintah
dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan pengaduan
masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakimkan
penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah
mengacu pada peranjian kerjasama Kementrian Dalam Negeri,
Kelaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan
pelayanan publik dimasing-masing pemerntah daerah teiah bersih dan
pungutan liar,

3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender
(responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan
penganggaran daerah telah memperhatikan gender,
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4) dana desa
a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan
sasaran meyakinkan pemeriniah daerah kabupatenkola telah men-
jalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa ;
dan
b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksasan dana desa dengan
sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mu-
lai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah
sesual dengan ketentuan perundang-undangan;
5) bantuan operasional sekolah (BOS);
a) Inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran :

(1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menangah kejuruan
telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan
dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perun-
dang-undangan;dan

(2} meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan
tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS

b) inspekiorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan
operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah te-
lah mengelola dana BOS mulai dan penyaluran, penggunaan dan
pertanggungjawaban telah sesual dengan ketentuan perundang-
undangan.

4. Pengawalan Reformasi Birokrasi

a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meya-
kinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan ke-
tentuan perundang-undangan

b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan
kepada perangkat daerah dalam membangunan sub area penguatan
pengawasan, meliputi;
1) sistem pengendalian intern pemerintah;
2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
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3} verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negarallaporan harta
kekayaan aparatur sipil negara;

4) penilaian internal zona integritas,

5) penanganan benturan kepentingan;

6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system), dan

5. Penegakan integritas

a. dukungan pelaksanaan survel penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan
kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai;
dan

b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi
pencegahan korupsi dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan
oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas
PK.

. peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah

a. penerapan manajemen risiko;

b. perencanaan pengawasan berbasis risiko;

¢ audit kinerja

d. audit inveshigasi.

e. pemeriksaan DAK fisik,

f. pendidikan berjenjang jabatan fungsional P2UPD dan auditor, dan

g. pendidikan sertifikasi dibidang pengawasan lainnya.

Telahaan, Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama
lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi
penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan seblap aspek
pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen
masyarakat Kabupaten Berau bDailk aparatur pemerintahan, masyarakat,

maupun swasta.
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Berdasarkan afuran dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan
pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang
teiah disampaikan cleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, Inspakiorat
sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Berau merujuk setiap gerak langkah
dalam Rencana Strategisnya kepada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau
tahun 2021-2016. Visi Kabupaten Berau untuk tahun 2021 - 2026 adalah :

‘MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER
DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
BERKELANJUTAN"

Untuk mewujudkan visi nya, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan
misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan
berbudi luhur.

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber

daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan
perivasan [apangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan
kearifan lokal.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan
berwawasan lingkungan.

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan

akuntabel,

Tujuan dan Sasaran Renja

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan sirategis, tujuan dan
sasaran ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagal
gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan
sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui
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program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus
memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Inspekiorat Kabupaten Berau untuk
periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :
“Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal”

Dengan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal
2. Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas
Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan balk pada
jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat
Menyelenggarakan pengawasan lerhadap pelaksanaan urusan pemerintah
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung
dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung, serta Meningkatkan kualitas
pengawasan dalam pengambilan kebijakan, sebagal upaya sasaran
Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran
pemernntah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dar misi inspektorat dalam
Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal serta Meningkatkan
sumber daya pengawasan baik itu sumber daya manusia, anggaran mapupun
sarana dan prasarana penunjang pengawasan., Sebagai upaya sasaran
Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas. Sistermatika dalam
Tabel 3.1 sebagai berikut ;
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Tabel 3.1
Target Sasaran Untuk Lima Tahun Kedepan Inspektorat Kabupaten Berau

VISl : “MEWUIUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA
YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER

DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Tupean/ Saxaran Tujuan/Sasavan | disi [~ b
MISI 4 Menciptakan tata pemerintahan yang bemsih, berwibawa, tanspaten dan akuntabel
RPJMD
1
1 h{-nn:'l'gh:ll:hin ."-1-|:|:|Iﬂgk.1t|:|.'_n B Hlrla Bl | B 5% 5% | 1M
Imtensias dan | Tarensims dan
Efcknifitas Efeirifitas
Pengawasan Pengmwasan |
Ioternal leternad |
' Meningkatkan Blfa | Bl B | BMe | B5% | 95% | 1%
| Sumbser Duys
].En.g.lwﬂlﬂ'!.'.lﬂj_r'
i Berkialirne

3.2 Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui ingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang
mendukungnya. Indikator kinerja programJ/kegiatan dimaksud harus spesifik dan
jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, flieksibel terhadap perubahan,
dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek —
aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinera program/kegiatan
Inspektorat Kab.Berau berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagal
berikut:
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Tabel 3.2

Sasaran 1 : Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal

Programi Keglatan / Sub.Kegiatan Indikator Qubant | o
Target
1 Z 3 4
Program Penyelengaraan Presentase Pemeriksaan dengan BO%
Pengawasan Temuan yang ditindaklanjuti
Penyelenggaraan Pengawasan Fresentase Penyelenggaraan 80%
Intermal Pengawasan Intermnal
Pengawasan Kinerja Pemerintah Jumiah Pengawasan Kinerja X mician
Daerah Pemerintah Daerah o
Reviu Laporan Kinerja Jumiah Laporan Rewviu Kinera 4 Laparan
Reaviu Laporan Keuangan Jumiah Laporan Reviu Keuangan 4 Laporan
Jumtah Laporan Hasil Pengawasan
Pengawasan Desa Desa/Kampung yang ditangani 4 Laporan
Kerjpsama Pengawasan Internal Jumlah Kegiatan Kerjasama 2 Kegiatan
Maonitoring dan Evaluasi Tindak Lanput
Hasil Pemerikzaan BPK Ri dan Tindak - -
Lanjut Hasil Jumlah femuan yang didindak lanjufi | 4 Laporan
Pemeriksaan APIP
Peraentase Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pengawasan
D Tujjuan Tortant Pengawasan Dengan Tujuan 80%
Terteniu
Fenanganan Penyelesaian Kerugian Jumlah Pananganan Penyalesalan 4 Laporan

Craerah

Kerugian Daerah
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Pengawasan dengan Tujuan Terdentu

Jumiah Laporan Hasil Pengawasan

Dengan Tujuan tertentu

25 Kasus

Tabal 3.3

Sasaran 2 : Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan Indikator 5;;";:1" Ket
1 2 E] 4
PROGRAM PERUMLUSAN
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN | Fersentase Pendampingan dan 80%
ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis
Persentase Pengawasan
:I.hnidlng mgmun dan Fasilitasi dengan Tujuan Tertentu 80%
Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Jumtah Perumusan Kebijakan i Kegiatan
pangawasan Teknis di Bidang Pengawasan
Presontase Pendampingan dan
Pendampingan dan Asistensi T B80%
' . Jumlah Pendampingan dan
pendampingan dan Asistensi Unisan | asistensi Urusan Pemerintah 80 Obrix
Daerah
; ] i ; Jumlsh Pendampingan, Asstens, 18
Eﬁ:ir;f';g;”ﬁ::fﬁ;g;m“‘m" Verifikasi dan Panilsian Reformasi | Perangkat
Birokrasi Daarah
Koordirasi monitoring, evaluasi sera ~umish Koordinasi,monitoring dan
verifikasi pencegahan pamberantasan evaluasi serta verifikasi 12 Bulan
korupsi pencegahan dan pemberantasan
korups
! " L | Jumilah pendampingan Asisiansi
Pendampingan, Asistensi dan venfikasi
; dan verifikas| penegakan 1 Tahun
penegakan Integritas Integritas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Presentase Unit Keda Intermnal
r:u!_ﬂilﬂﬂAH DAERAH KABUPATEN yang terlayani dengan baik 100%
Fresantase Parencanaan
Porancanaan, Penganggaran,dan .
Penganggaran, dan Evaluasi 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja F-rlng'uat Dawrah
Parmyusuran Dokumen Parangkat Tersusunnya Dokumen 3 Dokcumen

Daerah

Perancanaan Perangkat Daerah
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Jumiah Laporan Capaian Kinerja

Capaian Kinerja dan lkhiisr Realisasi : 5 Drakumen
Kinerja SKPD dan Realisasi SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Dasrah ;‘;‘nm&}auﬂﬂhlaﬂmm Kinesja 4 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Presentase Administrasi 100%
Daerah Keuangan Perangkat Dasrah
Penyediaan Gajl dan Tumnangan ASN #L:;I:g'::";ﬁh“ o 12 Bulan
- Jumlah Pemyediaan Administrasi
Panyediaan Administrasi Pelaksanaan | peyaoanaan Tugas ASN dan 12 Bulan
Tugas ASN Angka Kredit
Palaksanaan Penatausahaan dan Jumiagh Tenaga Administrasi 12 Bulan
PengujinMerifikasi Keuangan SKFD Feuangan
Adminisiras| kepegawalan Perangkat | Presentase Administrasi 100%
Daerah kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Haran { &0 Stell
Atribut Kelengkapannya PDH |
i : Jumlah pesarta pendidikan dan
Pendidixan dan pelatinan Pegawsi
Berdasarkan tugas dan Fungsi f:;;g?:ﬂ%’:im e A2 orang
Administrasi Umum Perangkat Presentase Administrasl Umum 100%
Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalas| : - ;
Listik/Penersngan Bngunan Kantor Jumiah Jenis Peralatan Listrik 10 Jenis
. Jumilah Peralatan Kerja dan
E:;“d'am Peralatan dan Parangkapan Kantor Yang 20 Jenis
engkapan Kantor disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 8 Jenis
Penyediaan Bahan Logistix Kantor Sumial:-iskean cian: Mowrm 38 Kal

Rapat/Tamu

s
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Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Jumlah Dokumen Yang Dicetak & Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan v e o0
Peratursn Perundsng-undangan Jumiah Bacaan Yang Disediakan Eksamplar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumitah Perjalanan Luar/Dalam 1 Tah
Kansultasi SKPD Daerah dan Konsultasi SKPD st
Pengadaan Barang Milik Dagrah Presentase Pengadaan Barang
Penunjang Urusan Pemearintah Milik Daerah Penunjang Urusan 100%
Dagrah Pemarintah Dacrah
Jumlah Kendaraan
Pengadaan kendaraan Percrangan 5 ;
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas/Operasional Roda 4 1 Unit
(empai}
FPengadaan Kendaraan Dinas Jumlzh Kendaraan 4 Unit
Operasional atau lapangan Dinas/Operasional Roda 2 (dua)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan mmmﬁ Jasa oy
Pemerintahan Daarah P Srekihan Onwral
? Jumilah Surat-Menyurat yang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Benmistecal dars daes Kkiim 240 lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumiah Jasa Komunikasi Sumber 12 Bulan
Daya Air dan Listrik Ciaya Ak dan Listrik o
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumiah Tenaga S
Kantar Adrministrasi/ Teknis Perkantaran g
Pemeliharaan Barang Milik Dasrah Presentase Pemaliharaan
Panunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Dasrah Penunjang 100%
Dagrah Urusan Pemerintahan Daerah
Panyediaan .lasa Pemeliraraan, Biaya 4
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Jumiah Kendaraan Dinas Yang .
Fendaraan Dinas Cperasicnal atau Diservice, Ganti Suku Cadang, ¥4 Uni
Lapangan KIR dan Mendapat BEM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemelitamaan Peralatan & Kivia
Lainnya dan Mesin Lainnya
i R Jumtah Pemeliharaan/Rehabiditasi
Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan 1 Kali

Kantor dan Bangunan Lainnya

Lainnya




Pemeliharaan/Rehabilitagi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Laimnya

Jumiah Luas Bangunan Hantor

vang dipelihara 1438 Mz

Selanjutnya, program dan kegiatan — kegiatan diatas diuraikan beserta

kerangka pendanaan sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagai barikut

RENCANA KERJA AWAL TAHUN 2025 (SIPD)

Cat
Urusan / ke
P Rencana Tahun2025 | n | Perkiraan Maju 2026
Pemerintah | Indikator ﬁ"__;
Kode an Daerah Kinerja Kabuty
dan Program ! Targat han Kebutuha
Program / Kegiatan Coanala: | Dasiat Target n Dana |
Kegiatan / Lokasi | 2P ot Capaian | =78
Sub R e Kinerja il
Kegiatan Kinerja lnd;hah Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 B 0
Prasontase
Program Pemeriksaan Rp2.724
Penyelengar | dengan Tanjung : Rp3.542.4%
0|0 aan Temuan yang Redsb 85 | % WE-W Bg L 4,800
Pengawasan | ditindaklanjut
i
Persantase
Panyelengg
olo| 0| [ow=an mtomnar | Taniung | o6 | o | “Goa00 o | « |t
1 Pengawasan T Redeb 3 0 0.000
Intarnal harkals
Jumnlah
o Laporan Hasd
al o % H] :HF"““ Pangawasan Tanjung 4 L; Rp220.0 4 | Lapo Rp286 000
;| @ FInE"aIrtah Kinerja Redeb F;n 00, Qe ran 00
g | . Pemerintah
Daarah
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0 . Jumiah
zﬂ. 0 H“””mn Laporan Hasil | Tanjung | ;‘:T Rp110.0 o | tapo | Rp143.000
1 |9 HLmi“':.ﬂ Reviu Laporan Radeb o 00,600 ran 00d
3 g Kineria
0 ; Jumizh
%- o f"”":an Laporan Hasil | Tanjung | , La | poton0 4 | tepo | Re130.000.
1 |0 | keanaan | Reviu Laporan | Redeb o | 0o.000 Fan 000
A i Reuangan
5 o Jumlah La
EI- 0 | Pengawasan | Laporan Hasil | Tanjung &0 Rp500.0 sy | Lawo Rp&50,000.
1 | 0| Desa Pengawasan Redeb ‘:]’,1' 00.000 ran 000
5 Desa
0 Jumilah Ha
Z Kerasama Kesepakatan : s Kese
0 g Pengawasan | Pengawasan T;:*dﬂg 2 | pa ?]Fﬁgﬁ“ 2 | paka H”E'nﬁgﬁm”'
1 8 Interral Internal yang kat : tan
tarbeniuk an
Maonitaring
dar Evaluasi
o | tindak tanjut s
%— gl o Tanjung | , | ku | Rp400.0 4 | Doku | Rp520,000.
0 an |lemuanyang | pedeb me | 00.000 men 000
1 7 Tindak Lanjut | ditindak lanjuti o '
Hasgil
Pemeriksaan
APIP
Persentase
3 'P".:"!“ﬁ“! g Rp1.114
aan ]
0 PONgawasan | pengawasan | 'arhin8 | g5 | o | 896.00 35 | % |[FPLEIRA0
2 ?:l';': Dengan o
Yartori Tujuan
Tertantu
0 Penanganan i:mhh
2. pemyalesaian P . La
o 0 il Penyelesaian Tanjung | . | Rp89.99 4 | Lepo | Rpi129.954.
5|8 nmﬂl:f'lﬂm Kerugian Redeb T!'_' 6.000 ran BOD
1 hm negara'dasrah
yang ditangani
Jumiah
0 | Pengawasan | Laporan Hasil
.‘;' 0 | dengan Pengawasan Tanjung 25 L'r R;E:iﬂsﬂﬁ 25 Lapo | Rp1.318.50
2 0 | tujuan Dengan Redeb F:;" ' g- ran 0.000
2 | terteniu Tujuan
Tereniu

T3




P

ey tarpektenst Kpbupaton Berou [RERIA JIE]
Program Meningkatnya
Parumusan | o0 e ionails Rp1.656
Kebijakan, i Toracin Tanjung 85 | % .I..'d:-lm 85 o Rp2.152.08
Pendamping P-mnn:- Rodeb e 5.000
;:iitumi dan Aparatur
Perumusan Perumusan
Kebijakan Kabijakan
2] | aewnmsdi | Teknis di Tanjung | oo | o | Ro125.4 gs | + |RP163.085.
: ot ng ., | Bidang Redeb 58.000 400
gasa n
dan Fasiltasi
dan Fasiltasi
Pengawasan Pengawasan
Jdurmbah
o FPerumusan Rekomendasi Re
i o :r.u:qahan Kebijakan Tajung KO | pr1284 Reko Rp163.095.
o eknis Tekniz Redeb 2 me §8.000 2 men 400
1] 5 |dibidang Dibidang nd ’ dasi
pengawasan | Pengawasan a5
yang disusun
Persentasa
= Pendamping | pendampinga | Tanjung pl.A%9 Rp1.988.98
0 an dan 85 | % | .802.00 85 ]
m dan Redab 8,600
2 Asistensi Aakitatil i}
Jumilah
Perangkat Pa
Pendamping | Daerah vang S Para
5 0 | an dan dilakukan % | Ro1 015 A
o | 0 | asistensi Pendampinga | Tanjung | ,- 'it E?ntinu & 5[{"'“" Rp1.910.50
2 | ¢ | pamertin. | Asistune e Da | 0 Daer [ 0000
daerah Uresan E'T!E ah
Pemerintahan
Daarah
Jumbah
Peranghkat
Perndamping | Daerah yang s Per
5 | 0| an, Asistensi, | diakukan drdy o
D‘ g weﬂngha_aﬂ.dan Fmﬂg& mg 18 i1 RD%‘IEF:IDE{:U ia "‘5'1 szggﬁﬁm.
penilaian n, f ]
c 2 | reformasl Vierifikasi dan E{E Da;r
birokrasi Penilaian h“ "
Reformasi
Birakrasi

T4




PP inapehterst Kobwpaten Bera [NENIA 2025]
-
Koordinasi, ﬁﬂ'::;n
manitoning 1
o | Koordinasi, Mo
a dan evaluasi daring d
2 serta ot Pkt : Ke _
0 1] B Evaluasi sera Tanjung 12 ka Rp200.0 12 Kegi | Rp260.000.
5|0 Than | Verifikasi Redeb 'ﬁan 00.000 atan 000
a3 Ezn' ced Pencegahan
dan
PANDETAIAS Pemberantasa
an korugpsl n Korupsi
Jumlah
Perangkat Fe
o Pendamping | Daerah yang ran Pera
2 an, asistensi | diakukan 3 gk rgka
o g dan verfikasi | Pendampinga T;:;;E 4T | at Fg‘;ggﬂg &7 t HpTg‘;lﬁEE'EI
2 4 panagakan n, Asistensi Ca Daer
integritas dan Verifikaszi Bra ah
Penegakan h
Integritas
Program
Penunjang Presantase
Urusan Unit Kerja Rp11.61
Pemerintaha | Internal yang T;"]""'“'I b | 100 | % | 9.554.0 100 | % H";nﬂu‘f"
n Daerah Terlayani oo
Kabupaten / | dengan Baik
Kota
Parancanaa | Presentase
n, Perencanaan,
2 Penganggar | Penganggara
n‘ an, dan n, dan Tanjung 100 | =% Rp375.0 0| % Rp4B7.500.
1 Evaluasi Evaluasi Redeb 00.000 0oo
Kinerja Kinerja
Perangkat | Perangkat
Daerah Daorah
0 Penyusunan | Jumlah Do
2. Dokumen Dokumen -
0 g Perencanaan | Perencanaan T;:é:? 3 :_:‘; 'TJ%EEI'}“ 3 ?_nn:rll‘ nggbﬁm'
1 1 Perangkat Perangkat . :
Daerah Daerah
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Jumnlah
Laparan
Egpa_lan
Foordirasi :';]"ma dan
dan R Irsu:;
ealisas
, | o | Eemrren | craga ke "
0 0 Rt dan Lapaoran Tanjung | . . | RR125.0 4 | Lepo Rp162.500.
o s e Hasil Redeb PO | o0.000 ran 000
1 kirerja dan . an
8 Ikhiisar Koordinasi
ki Penyusunan
kinerja SKpD | Laporan
Capaian
Kinerja
dan lkhtisar
Realisasi
Kinera SKPD
Jumlah
o | O | Evaluasi Laporan Do
o 0 | kinera Evaluasi Tanjung 4 | * | Rp125.0 p Doku | Rp182 500.
y | © [ perangkat Kinerja Redeb me | 00.000 man Q0D
7 | daarah Pearangkat n
Daerah
Presentase
Administrasi
il Administras| Rp8.321
Keuangan Tanjung Rp10.817.6
+ Perangkat ﬁ”"’ﬂ: Faaeh- | 190 % | 28300 e % | Tsas00
Dearih rang
Daarah
Jumiah Orang
0 | Penyediaan | yang
f] 0 | Gaji dan Menerima Gajl | Tamung A5 Or Rﬁfuﬂ%j Ovan | Rp10.400.0
2 0 | Tunjangan dan Redeb Ll 1 ﬂ' B g 00,000
] 1 | ABN Tumangarn g
BEN
Jurmrilali
5 | 0 | Penyediaan Eg:;’"’“ Do
“ | O | Administrasi Tanjung ku [ Rp119.5 Doku | Rp155.408.
g 0 | Pelaksanaan Admﬁi'nisI:::i Redah L me | 45000 12 men 200
4 | ges AN Pelaksanaan é
tugas ASN
Palakeanaan Jurmiah
Penatausaha Diakumen
3 0 an dan Penatausahaa Do
ﬂ; a Pengujian / n dan Tanjung 12 ku | Rp201.7 13 Doku | Rp262.236
5 Q .,“,".'5 Pengujaniern Radeb ma | 20.000 men Q00
erifiasi .
2 RICLHRTICH :Tikeu#angan '
SKPD SKPD
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| | Admmerast | Pomerteze |
0 Kepegawaia awaian | TEMuUng | oo | o | RpS09.5 100 | = | FP1.182.40
n Perangkat Kapeg Raedob 308.000 0.700
5 D h Perangkat
Dasrah
Pangadaan
2 0 | pakaian Jumilah Paket
o 0 | dinas beserts | Pakaian Dinas | Tanjung 3 Pa | Rp57.48 3 Pake | RpT4.703.2
g | O | atribut beserta Atribut Redeb ket | 4.000 i oo
2 | kelengkapan | Kelengkapan
nya
Jurmdak
Pendidikan Pegawal
0 dan Berdazarkan
2. Pelatihan Tugas dan . Or
0 g Pegawai Fungsi T;SSJ;F 65 | an H?p;gghu 55 cen Rp;';gg'ﬂg
i 3 berdasarkan | yang g ¥ g -
Tugas dan Mengikut
Fungsi Pendidikan
dan Pefatinan
Administras| | Presentase
2. Administrasi
0 Umum i Tanjung 100 | % Rp996.6 100 % Rp1.295.82
g Perangkat Picn Redeb 35.000 5,500
Daorah ngkat
Daerah
Fenyediaan Jumiah Paket
g | Komponen Kompanan
2 Instakasi Instalasi ;
o |9 |Eewr | o | Tarkns | 5 |Pa|Rpzee| | 5 [Poke | Rotedses
B 1 Penerangan | gan Bangunan .
Bangunan Kantor yang
Kantor Disediakan
0 Penyediaan | Jumilah Paket
£ | g | Fomiian PETRAn G | o Pa | Rp585.4 Pake | Rp781.143
Y perienakapan | peget | 7 | ket | 95.000 i 500
8 3 periengkapan | Kantor yang g
kantor Disediakan
Al ol
0 0 | peralatan Rumah Tanjung 1 Pa | RpT 500 1 Pake | Rp8.75%0.00
5 0 | rumah Tangga yang Redeb ket Ril4]H] t 0
3 |Hangga Disediakan

(&4




"E‘“ Inypektacot Kabupoten Berou (RENIA 2025
3 0 | Penyediaan Jumlah Paket
0 0 | bahan Bahan Logistik | Tanjung g Pa | Rp135.0 38 Pake | Rp175 500
g | O | tomistik Kantar yang Redab ket | 00.000 t 000
4 | kantar Disediakan
0 Fenyediaan '!l:':x e
:‘5 0 :::::fn dan | Cetakandan | Tanjung | , | Pa | Rp11.88 , | Pake | Rp15.583.5
B o Penggandaan Redab ket 2000 t 04
5 penggandaa
n yang
Disediakan
Jumilah
Penyediaan Dokumen
2 U | bahan Bahan Bacaan Do
o 0 | bacaan dan dan Peraturan Tanjung 10 ku | Rpd GO0 10 Doky | RpS 200.00
& 0 | peraturan Perundang- Redab mea .00 men 0
& | perundang- Undangan n
undangan yang
Digediakan
Jurmdah
Penyelengga L:!pﬂnﬂn
2 0 | maan Kapot Penyelenggar La
n | O | keordinasi san Rapet Tanjung | - | Rp240.0 12 Lapo | Rp312.000.
o | dan \ Redeb Pr | on.ooo ran 000
i ; Koordmasi dan an
8 | konsultasi K ;
SKPD onsuliasi
SKPD
Pengadaan Persentase
Barang Milik ' mn.mﬂllﬂ:l
i I o Dacean Tanjung Rp65.000,0
o F‘lnul'ljll'lﬂ Bl Redel 100 | % 50.0040. 100 b ﬂ'ﬂ
T Urusan njang oo
Pemarintah Urean
Pemarintah
Daerah
Daorah
Pengadaan Jdumlah Linit
Kand Kendaraan
a FE" s Perarangan
2. o | STOrangan | nyoas ateu Tanjung Un p
a Dinas atau 1 1 Uinit Rp0
7 0 Kendaraan Kendaraan Redet L )
1 Diras Dinas Jabaian
yang
datatan Disediakan
Jumlah Uit
Pengadaan Kendaraan
3 0 | Kendaraan Dinas
“ [ O | Dinas Cperasional Tanjung Un o | Rp&5.000.0
g 0 | Operasional | atau Radeb | 2 | o "’“"ﬁg’u £ | Und 00
2 | atau Lapangan
Lapangan Yang
Disediakan
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Presentase
Penyediaan i
2| | panunjan Jasa Tanju Rp505.1 Rp656.657
: Urusan : E"“““]'““ Hndnrl;g 100 ) % | 34000 100 % 00
Pemerintaha | o oo
Pemerintahan
n Daarah
Daerah
a Jumilah
2. Penyedigan Laporan La
o E jasa surat Penyediaan T;:é"{:lf 12 | por Rpﬁﬁu[?u' 12 L;T HFT'%M'W
B 1 meryrat Jasa Surat an -
Menyurat
Jumbah
Laporan
o Penyediaan | Penyediaan
2 jasa Jasa La
0 | 3 | komunikasi, | Komunkasi, | TATRE | 43 | por | RE1SE] 1o Bt Ronadd
B 2 sumber daya | Sumber Daya an
air dan listrik | Alr dan Listrik
yang
Dizediakan
Jurmiah
Laporan
o | O | Penyediaan | Penyediaan La
ﬂ' 0 | jasa Jaza Tanjung 12 |oor Rp300.0 12 Lapo | Rp3a0 000,
g | 9 | pelayanan Pelayanan Redeb | g | Do.0c0 ran 000
4 | umum kantor | Umum Kanfor
yang
Diisediakan
Pemeliharaa pm“-f:“
Pameliharaan
2 ;E;::Em Barang milik
l:ll penurjang daerah Tanjung 100 | % Rp461.9 10| = Rp600.592.
9 G penunjang Redeb 94,000 200
pemerintaha m AT
n daarah Aacl
Panyadiaan
jasa Jumilah
pamealiharman | Kendaraan
, biaya Perorangan
2 0 | pemelihaman | Dinas alau
I:I'- 0 |, pajak, dan | Kendaraan Tanjung 32 Lin | Rp3595.4 a2 | unit Rp518. 246
g 0 | perzinan Diinas Jabatan Redeb it 200000 Qa0
2 | kendaraan Wang
dinas Dipelihara dan
operasional dibayarkan
atau Pajaknya
lapangan
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A inspelicrnt Kabupsten Beray [RENIA 2025]

Jumlah
2 0 | Pemeliharaa | Peralatan dan
f.'l. 0 | n peralatan Mesin Lainnya | Tanjung Je | Rp29.89 i Rp38.987.0
g | O | mesin yang Redeb nis | 0.000 : 00
& | lainnya Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumiah
0 :?“ﬂhamﬂ Edmdﬂ
N ntar dan
ED' 0 ""“"“:'“E'” Bangunan Tanjung un | Rpzo.00 Unit | RB26.000.0
s |0 E"m"”tmﬂhn Lainnya Redsb t | 0.000 00
9 bangurnan yang ;
il Dipelihara/Dire
Y habilitag:
Jurmiah
:l.:.'rl'heﬁ'lﬂl'iﬂ Sarana dan
g Prasarana
2 | 0| Safaadan | GeUung
0 0 ey Kanior Tanjung Un | Rp12.58 Unit Rp16.359.2
a| 1 atau Redeb it 4,000 00
0 gacung Bangunan
kantor atau ;
brargunan Lainnoya yang
ks DipalharaiDire
i habilitas
TOTAL ANGGARAN Rp16.00:0.000.000 Rp20.800.000.000
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau selain menjadi pedoman
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan
Kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang
direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan
umpan balik yang sangat diperiukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga
akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur
aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program
dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan dampak
yang maksimal sebagal perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten
Berau dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daesrah Kabupaten Berau serta
target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Berau.
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